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Abstrak
 

Skripsi ini membahas tentang kedudukan dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor

21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam hal pengaturan dan pengawasan perbankan di

Indonesia. Penataan kembali struktur pengorganisasian yang lebih terintegrasi diperlukan terhadap lembaga-

lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan pada industri perbankan maupun industri keuangan bukan

bank sehingga dapat tercapai mekanisme koordinasi yang efektif dan dengan demikian dapat tercapai

stabilitas sistem keuangan. Lembaga yang terintegrasi ini oleh pemerintah dilahirkan dalam bentuk Otoritas

Jasa Keuangan. Pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kedudukan dan keberadaan

Otoritas Jasa Keuangan sebagai Lembaga Pengatur dan Pengawas Perbankan di Indonesia serta mekanisme

koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan Bank Indonesia dalam hal pengaturan dan pengawasan

bank. Bentuk penelitian ini adalah yuridis normatif dengan melakukan studi dokumen dan menggunakan

metode analisis data secara kualitatif.

Penelitian menunjukan bahwa didasarkan pada Pasal 1 ayat (1) UU OJK yang menyebutkan bahwa Otoritas

Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai

fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan serta memiliki

kedudukan diluar pemerintah. Koordinasi antara OJK dengan BI telah diatur dalam Pasal 39 UU OJK, yaitu

dalam membuat peraturan pengawasan di bidang perbankan meliputi: kewajiban pemenuhan modal

minimum bank, sistem informasi perbankan yang terpadu, kebijakan penerimaan dana dari luar negeri,

penerimaan dana valuta asing dan pinjaman komersial luar negeri, produk perbankan, transaksi derivatif,

kegiatan usaha bank lainnya dan penentuan institusi bank yang masuk kategori systemically important bank

serta data lain yang dikecualikan dari ketentuan kerahasiaan.

......This thesis discusses the position of the Otoritas Jasa Keuangan pursuant to Act No. 21 of 2011 on the

Otoritas Jasa Keuangan in terms of regulation and supervision of banking in Indonesia. Restructuring

required a more integrated organization of institutions that perform the function of oversight in the banking

industry as well as non-bank financial industry so as to achieve effective coordination mechanism and thus

can achieve the stability of the financial system. This integrated institution born by the government in the

form of the Otoritas Jasa Keuangan. The main problems discussed in this study is the status and

whereabouts of the Otoritas Jasa Keuangan as a Regulatory and Supervisory Institute of Banking in

Indonesia as well as the coordination mechanism between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia in

terms of regulation and supervision of banks. This research is a form of normative documents and by

conducting studies using qualitative methods of data analysis.

Research shows that based on Article 1 paragraph (1) of the Otoritas Jasa Keuangan Act which states that

the Otoritas Jasa Keuangan is an independent body and free from interference by other parties, which have

the functions, duties, and powers of regulation, supervision, inspection, and investigation and have a
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position outside the government. Coordination between the Otoritas Jasa Keuangan and Bank Indonesia has

been provided for in Article 39 of Otoritas Jasa Keuangan Act, namely in making banking supervision

regulations include: minimum capital obligations of banks, banking information system that is unified,

policy receipt of funds from abroad, receipt of foreign currency funds and external commercial borrowing

country, banking products, derivative transactions, banking activities and the determination of other banking

institutions are categorized as systemically important banks as well as other data are excluded from the

provisions of the confidentiality of the information.


